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ABSTRAK  - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah 
ditetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu 
diganti. 
 

  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat 
(3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 
UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah 
diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perpres No. 65 Tahun 2020; 
Permen PPPA No. 4 Tahun 2020. 
 

  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perangkat Daerah provinsi 
dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan 
Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak berbentuk Dinas PPPA provinsi dan Dinas PPPA 
kabupaten/kota yang terdiri dari 3 tipe yaitu: a. Dinas PPPA tipe A 
untuk mewadahi beban kerja yang besar, b. Dinas PPPA tipe B untuk 
mewadahi beban kerja yang sedang, dan c. Dinas PPPA tipe C untuk 
mewadahi beban kerja yang kecil.  Penentuan tipe Dinas PPPA 
berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bidang 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. berdasarkan tipe dan 
hasil pemetaan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak tidak memenuhi syarat untuk 
dibentuk Dinas PPPA Provinsi atau Dinas PPPA Kabupaten/Kota 
sendiri maka dapat digabung dengan Urusan Pemerintahan yang 
serumpun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Catatan : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Juli 
2021 



   Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

  - Lamp. : 37 hlm. 
 


